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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN 

NOMOR : 500.16.7.2/502.1/424.086/2024 

 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

TAHUN 2024    

 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN PASURUAN 

 

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung 
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam 
pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, dan dalam rangka 
mewujudkan system penyelenggaraan pemerintah sesuai 
dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang 
baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh 
Pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan 
partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar 
Pelayanan Publik; 

b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan 
Standar Pelayanan Publik Dinas penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan; 

Mengingat 1. Undang – undang Nomor 12  Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

 

mailto:dpmpt.pasuruankab@gmail.com


 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 215); 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Reformasi Birokrasi; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 
Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap 
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur Pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah / Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Jawa 
Timur; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan 
Sekretariat DPRD; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Publik; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan 
lembaga teknis Kabupaten Pasuruan; 

13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Pasuruan; 

14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 198 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan. 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  

KESATU Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan sebagaimana 
diktum KESATU terbagi menjadi: 

 A. Service Delivery 

1. Persyaratan 

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 

3. Jangka Waktu Pelayanan 

4. Biaya / Tarif 

5. Produk Pelayanan 



6. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan 

7. Diagram Alur 

8. Contoh Form 

 B. Manufacturing 

1. Dasar Hukum 

2. Sarana dan Prasana Fasilitas 

3. Kompetensi Pelaksana 

4. Pengawasan Internal 

5. Jumlah Pelaksana 

6. Jaminan Pelayanan 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

8. Evaluasi Kinerja Pelayanan 

KETIGA Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Nomor 
503/161.1/424.086/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan 
Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Pasuruan. 

KEEMPAT 

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana 
mestinya. 

 

 

  Ditetapkan di Pasuruan  
  pada tanggal  13 Mei 2024                     

                                                                 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PASURUAN 

 
 
 
 
 

                                            

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si 

Pembina Utama Muda 
NIP. 196910101989031013 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

 











































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN                  

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 

NOMOR  SOP :   SOP / 23 / SM / 424.086 / 2024 

TGL. PEMBUATAN :  15 MEI 2024  

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF :  15 MEI 2024  

DISAHKAN OLEH 

 
NAMA  SOP Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan 

Tradisional Jamu (SIP-TKTJamu) 

 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan 

2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Tenaga Kesehatan 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di 
Daerah 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2018 
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga 
Kesehatan Tradisional Jamu   

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 20 
Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan 

6. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 
tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Pasuruan 

1. Memahami peraturan perundangan tentang Surat Izin Praktik 
Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu, serta perundangan lainnya 
sesuai bidang tugasnya 

2. Mampu mengoperasikan komputer  

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

 

- 

1. Meja &  Kursi 
2. Komputer & Jaringan 
3. ATK 
4. Kendaraan 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur 
yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh pada 
Penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan 
Tradisional Jamu 

Rekomendasi Teknis 



 

SPP SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL JAMU (SIP-TKT JAMU) 

A 
SERVICE 

DELIVERY 
KETERANGAN 

1 Persyaratan 1. KTP elektronik 
2. Surat Keterangan Domisili bila alamat tidak sesuai KTP 
3. Ijazah  
4. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT-Jamu) 
5. Pas Photo 4x6cm berwarna 
6. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik 
7. Surat Pernyataan Atasan Langsung/Pemilik Sarana  
8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter 
9. Rekomendasi Asosiasi 
10. Surat Pernyataan Kesediaan Mentaati Peraturan 
11. Izin Operasional Sarana 
12. SIPTKT-Jamu yang lama (untuk perpanjangan) 

 

2 Sistem Mekanisme 

& Prosedur 

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan 
pemenuhan komitmen secara online di situs SIAPMASLAHAT 
(https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id) 

2. Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan 
dokumen   

3. Sub Koordinator PTSP memverifikasi kebenaran isian dan unggahan 
dokumenVerifikasi persyaratan teknis atau persetujuan teknis oleh 
verifikator perizinan berusaha pada DPMPTSP, apabila lengkap dan 
benar akan diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan 
Kepala DPMPTSP namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan 
dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan  

4. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita 
Acara/Rekomendasi Teknis 

5. Koordinator PTSP memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis 
6. Penandatanganan Draft Output Izin oleh Kepala DPMPTSP 
7. Penerbitan Izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT 

 

3 Jangka Waktu 

Pelayanan 

8 Hari 90 menit 

4 Biaya / Tarif Gratis 



5 Produk Pelayanan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu 

6 Penanganan 

Pengaduan Saran & 

Masukan 

MAL PELAYANAN PUBLIK 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Pasuruan 

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan 

 (0343) 4505657; 6435555 Fax (0343) 4505639; 

Website : www.dpmptsp.pasuruankab.go.id / www.mpp.pasuruankab.go.id 

B MANUFACTURING KETERANGAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan di Daerah 
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Perizinan Bidang Kesehatan 
6. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan 

2 Sarana Prasarana / 

Fasilitas 

1. Meja & Kursi 
2. Komputer & Jaringan 
3. ATK 
4. Alat Bantu : Kendaraan 

3 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Memahami prosedur pemrosesan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan 
Tradisional Jamu  

2. Memahami Peraturan Perundangan yang berlaku 
3. Mampu mengoperasikan komputer 

4 Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian 

Prestasi Kerja (PPK) 

5 Jumlah Pelaksana 5 Orang 

6 Jaminan Pelayanan Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan 

7 Jaminan Keamanan 

& Keselamatan 

Pelayanan 

Registrasi dokumen yang diterbitkan dengan tanda tangan elektronik 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelayanan 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu tahun sekali 

 

 

http://www.dpmptsp.pasuruankab.go.id/
http://www.mpp.pasuruankab.go.id/


























 

 

 
 
 
 

 
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

NOMOR SOP : SOP / 28 / SM / 424.086 / 2024 

TGL. PEMBUATAN : 15 MEI 2024 

TGL. REVISI : 

TGL. EFEKTIF : 15 MEI 2024  

DISAHKAN OLEH 

 

NAMA SOP Surat Tanda Pendaftaran 
Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Belum Berbadan Hukum 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang - Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang 
Kesejahteraan Sosial 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 
Tahun 2012 Tentang Kesejahteraan Sosial 

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 184 
Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial 

4. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 
tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Pasuruan 

1. Memahami peraturan perundangan tentang Surat Tanda 
Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Belum 
Berbadan Hukum, serta perundangan lainnya sesuai bidang 
tugasnya 

2. Mampu mengoperasikan komputer 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

 

 
- 

1. Meja & Kursi 
2. Komputer & Jaringan 
3. ATK 
4. Kendaraan 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur 
yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh 
pada Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Belum Berbadan Hukum 

Rekomendasi Teknis 



SPP SURAT TANDA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL 
BELUM BERBADAN HUKUM 

A 
SERVICE 

DELIVERY 
KETERANGAN 

1 Persyaratan 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
2. Berbadan Hukum dan terdaftar di Negara yang memiliki hubungan 

diplomatik dengan Negara Indonesia 
3. Surat Izin Prinsip dari Menteri Luar Negeri 
4.  Proposal kerjasama atau bantuan termasuk rencana kegiatan dan 

program kerja tahunan 
5. Keterangan mengenai mitra kerja lokal 
6. Rancangan kerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia 

2 Sistem Mekanisme 
& Prosedur 

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan 
pemenuhan komitmen secara online di situs SIAPMASLAHAT 
(https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id) 

2. Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan 
dokumen 

3. Sub Koordinator PTSP memverifikasi kebenaran isian dan unggahan 
dokumenVerifikasi persyaratan teknis atau persetujuan teknis oleh 
verifikator perizinan berusaha pada DPMPTSP, apabila lengkap dan 
benar akan diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan 
Kepala DPMPTSP namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan 
dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan melalui web OSS. 

4. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan 
Berita Acara/Rekomendasi Teknis. 

5. Koordinator PTSP memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis 
6. Penandatanganan Draft Output Izin 
7. Penerbitan Izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT 

 

 

3 Jangka Waktu 
Pelayanan 

8 Hari 90 menit 

4 Biaya / Tarif Gratis 

5 Produk Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Belum 
Berbadan Hukum 

6 Penanganan 
Pengaduan Saran & 
Masukan 

MAL PELAYANAN PUBLIK 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Pasuruan 
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan 
Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan 
 (0343) 4505657; 6435555 Fax (0343) 4505639; 
Website : www.dpmptsp.pasuruankab.go.id / www.mpp.pasuruankab.go.id 

http://www.dpmptsp.pasuruankab.go.id/
http://www.mpp.pasuruankab.go.id/


B MANUFACTURING KETERANGAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang - Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 Tentang 

Kesejahteraan Sosial 
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 184 Tahun 2011 

Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial 
4. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan 

2 Sarana Prasarana / 
Fasilitas 

5. Meja & Kursi 
6. Komputer & Jaringan 
7. ATK 
8. Alat Bantu : Kendaraan 

3 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Memahami prosedur pemrosesan perizinan Surat Tanda Pendaftaran 
Lembaga Kesejahteraan Sosial Belum Berbadan Hukum 

2. Memahami Peraturan Perundangan yang berlaku 
3. Mampu mengoperasikan komputer 

4 Pengawasan 
Internal 

Penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian 
Prestasi Kerja (PPK) 

5 Jumlah Pelaksana 5 Orang 

6 Jaminan Pelayanan Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan 

7 Jaminan Keamanan 
& Keselamatan 
Pelayanan 

Registrasi dokumen yang diterbitkan dengan tanda tangan elektronik 

8 Evaluasi Kinerja 
Pelayanan 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu tahun sekali 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

NOMOR SOP : SOP/ 29 / SM / 424.086 / 2024 

TGL. PEMBUATAN : 15 MEI 2024 

TGL. REVISI : 

TGL. EFEKTIF : 15 MEI 2024  

DISAHKAN OLEH 

 
NAMA SOP 

Surat Tanda Pendaftaran Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Asing 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang - Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang 
Kesejahteraan Sosial 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 
Tahun 2012 Tentang Kesejahteraan Sosial 

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 184 
Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial 

4. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 
tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Pasuruan 

1. Memahami peraturan perundangan tentang Surat Tanda 
Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing, serta 
perundangan lainnya sesuai bidang tugasnya 

2. Mampu mengoperasikan komputer 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

 

 
- 

1. Meja & Kursi 
2. Komputer & Jaringan 
3. ATK 
4. Kendaraan 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan 
prosedur yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh 
pada Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Asing 

Rekomendasi Teknis 



SPP SURAT TANDA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ASING 

A 
SERVICE 

DELIVERY 
KETERANGAN 

1 Persyaratan 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
2. Berbadan Hukum dan terdaftar di Negara yang memiliki hubungan 

diplomatik dengan Negara Indonesia 
3. Surat Izin Prinsip dari Menteri Luar Negeri 
4.  Proposal kerjasama atau bantuan termasuk rencana kegiatan dan 

program kerja tahunan 
5. Keterangan mengenai mitra kerja lokal 
6. Rancangan kerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia 

2 Sistem Mekanisme 

& Prosedur 

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan 
pemenuhan komitmen secara online di situs SIAPMASLAHAT 
(https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id) 

2. Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan 
dokumen 

3. Sub Koordinator PTSP memverifikasi kebenaran isian dan unggahan 
dokumenVerifikasi persyaratan teknis atau persetujuan teknis oleh 
verifikator perizinan berusaha pada DPMPTSP, apabila lengkap dan 
benar akan diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan 
Kepala DPMPTSP namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan 
dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan melalui web OSS. 

4. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan 
Berita Acara/Rekomendasi Teknis. 

5. Koordinator PTSP memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis 
6. Penandatanganan Draft Output Izin 
7. Penerbitan Izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT 

 

 
 

3 Jangka Waktu 

Pelayanan 

8 Hari 90 menit 

4 Biaya / Tarif Gratis 

5 Produk Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing 



6 Penanganan 

Pengaduan Saran & 

Masukan 

MAL PELAYANAN PUBLIK 
 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Pasuruan 

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan 

 (0343) 4505657; 6435555 Fax (0343) 4505639; 
 

Website : www.dpmptsp.pasuruankab.go.id / www.mpp.pasuruankab.go.id 

B MANUFACTURING KETERANGAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang - Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 Tentang 

Kesejahteraan Sosial 
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 184 Tahun 2011 

Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial 
4. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan 

2 Sarana Prasarana / 

Fasilitas 

5. Meja & Kursi 
6. Komputer & Jaringan 
7. ATK 
8. Alat Bantu : Kendaraan 

3 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Memahami prosedur pemrosesan perizinan Surat Tanda Pendaftaran 
Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing 

2. Memahami Peraturan Perundangan yang berlaku 
3. Mampu mengoperasikan komputer 

4 Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian 

Prestasi Kerja (PPK) 

5 Jumlah Pelaksana 5 Orang 

6 Jaminan Pelayanan Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan 

7 Jaminan Keamanan 

& Keselamatan 

Pelayanan 

Registrasi dokumen yang diterbitkan dengan tanda tangan elektronik 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelayanan 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu tahun sekali 

 

http://www.dpmptsp.pasuruankab.go.id/
http://www.mpp.pasuruankab.go.id/























































